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PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA 

Abstrak : 

-​ bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, tanggal 17 Juli 2025 

perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Banjarnegara dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;  

-​ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integitas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Banjarnegara; 

-​ dasar hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja 



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturann Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 314/ ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. 

Catatan : 

-​ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Oktober 2025. 

  

https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detailkepkpu-4e645456523031424a544e454a544e45

